


 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 9, Purwamekar,Purwakarta, Jawa Barat 41119  

Telepon (0264)8304578 

Laman: dinsosp3a.purwakartakab.go.id, Pos-el : dinsosp3a@purwakartakab.go.id 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA 

NOMOR : 000.7.2.7/60-Sekretariat/2025 

 

TENTANG 

 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA DINAS SOSIAL 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 

 

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, serta untuk mengukur kinerja di Lingkungan 

Badan/Dinas Kabupaten Purwakarta, diperlukan alat ukur 

berupa Indikator Kinerja Individu; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, 

perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Purwakarta. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Kabupaten 

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lamaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4846; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan 

dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu Instansi 

Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan 

mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Purwakarta; 

KEDUA : Indikator Kinerja Individu masing-maisng unit kerja di 

lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, sebagaimana 

tersebut dalam lampiran keputusan ini; 

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk: 

a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam penyelenggaraan dalam manajemen kinerja 

organisasi. 

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. 

KEEMPAT  Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 

dimanfaatkan untuk : 

a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
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